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BUPATI SINTANG

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR44 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENGGUNAAN HASIL JASA PELAYANAN DENGAN SISTEM
REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ADE
MUHAMMAD DJOEN SINTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 50 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
yang menegaskan bahwa Pejabat Pengelola BLUD, Dewan
Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan pegawai
BLUD dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat
tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang
diperlukan, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah
berdasarkan usulan pemimpin BLUD;

b bahwa sehubungan dengan maksud tersebut dalam
| huruf a di atas, dan dalam rangka meningkatkan mutu
pelayanan serta kinerja rumah sakit, perlu dilaksanakan

dengan sistem Remunerasi berbasis kinerja sebagai

bentuk motivasi dan penghargaan kepada pegawai;

bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan
) huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati
u .
tentang Pedoman Penggunaan Hasil Jasa

gan Sistem Remunerasi pada Rumah Sakit

Sintang

Pelayanan Den

Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang;
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Pmmpéngzpqd‘gan Nomor 27 Tahun 1959 woma=
SR I g-Undang Darurar Nomor 3 Tahun 133
a g Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalmantan
;eu-.rba: a’ba“h"esara Repubiik Indonesia Tahun 1953 Nomeor
W ambahan Lembaran MNegara Republx Indooesa
Somor 332) Undang-Undang Lembaran Negza
Republik Indonesia Tahun 1939 Nomor 72. Tambetas
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820

"
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;:nd.ang'cnmg Nomor 28 Tahun 1995 emiang
K velenggaraan Negara Yang Bersh Dan Sebas Dan
orupst, Kkolusi Dan Nepotisme (Lembaran NegETA
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 73, Tambanan
Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 3351

Undang-Undang Nomor 3! Tahun 1999 wria=g
Pemberantasan Tindak Pidana Korups: (Lembaran Negama
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomer 140. TamZatan
Lembaran Negara Republk Indonesa Nomer 387+
sebagaimana telah ciubah dengan Undang-Lndans 22
Tahun 2001 (Lembaran Negara Repudik InScoesa
Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negama
Republik Indonesia Nomor 31508

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 temrang PraxTX
Kedokteran (Lembaran Negara Repudlxk Indonesia Tanun
2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Fepuilix
Indonesia Nomor 4310

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Sustem
Jaminan Sosial Nasonal (Lembaran Negara Repulix

Indonesia Tahun 2008 Nomor 130. Tambehan Lembaran
Negara Republk Indonesia Nomor 43355

Undang-Undang Nomer 36 Tahun 2009 texilang
heseharan (Lembaran Negara Repubik indormesia Talhun
2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara RepullX
Indonesia Nomor 5063;.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 teniang Rumah

't (Lembaran Negara Republk Indonesa Tahun 2009
Sax 153. Tambahan Lembaran Negara RepublXx
Indonesia Nommor 30720:

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ‘tentang

bentukan rRTUrED Perundanmg-Uniangan
(Lembaran Negara Republx Indonesia Tahun 2011 Nomor

§2. Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesaa

9 Undang-Uncang ..



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Pemerintahan gD Nomor 23 Tahun 2014 tentang

;f)rah (Lembaraan Negara Republik
Negara Republik 14 Nor'nor 224, Tambahan Lembaran
telah diybah 113 Indonesia Nomor 5582) sebagaimana
Undang Nom eberapa kali terakhir dengan Undang-
Republik Ing Or 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Cerbes ndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

an Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Peme

rintah N
Tenaga Keseha omor 32 Tahun 1996 tentang

tan (Lemb - ,
Tahun 199¢ ( aran Negara Republik Indonesia

; Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3637);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara RI Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4502);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006
tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat
Pengelola, Dewan Pengawas Dan Pegawai Badan Layanan
Umum;

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun
2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor
25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran
Daerah Kabupaten Sintang Tahun 201;’: Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor

3);

aerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun
Dan Susunan Perangkat
tentang Pembentukan
s h Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten
g? e::ng Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran
in

Daerah Kabupaten sintang Nomor 7);

Peraturan D

MEMUTUSKAN ...



Menctapkan ; PERATURAN BUPAT|

633233
MEMUTUSKAN -

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati inj yang dimaksud dengan:

1.

2:

0.

Daerah adalah Kabupaten Sintang,

Pemenintahan Daerah adalah

. nyelen .
pemerintah daerah dan Dewan penyelenggara urusan pemerintahan oleh

; Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

?igraxgksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin melaksanakan urusan pemerintahan
vang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Sintang.

Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen
Sintang.

Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen lfabqpaten Sintang,
yang selanjutnya disingkat RSUD adalah rumah sakit milik pemerintah
kabupaten Sintang yang menyelenggarakan pelayanan keschatan kepada
masyarakat untuk semua jenis penyakit dar pelayanan dasar sampai
dengan subspesialis sesuai dengan kemampuannya.

um Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah
aerah atau Unit Kerja pada satuan kerja
gan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk

: masvarakat berupa penyediaan barang/jasa
mcmben.kan pelayanarn :ﬁl;:tmaka)n mencani keuntungan dan dalam
}'anlgk wa:( @!:ap:nyg‘ didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
melaku egia

. pala Ba ian Kesekretariatan, Kepala Bidang
Dire e KePc}ayagagl. Kepala Bidang Perencanaan dan
wE dan Kepala Seksi pada RSUD Ade Muhammad

Badan Layanan Um
Satuan Kena Pcrapgkat D
perangkat daerah di Lingkun

Direksi adalah :
Keuangan, Kepala Bidan
Program, Kepala Sub Bagian
Djoen Sintang. ‘
Direktur adalah Direktur RSUD Ade M. Djoen Kabupaten Sintang.
ultan, dokter spesialis, dokter umum,

sialis kons ang merupakan pegawai organik.,

Dokter adalah dokter SP€ Sokter gigi ¥

dokter gigi spesialis, dan

ernali Aaltar tamu.



1.

12.

13-

16.

18.

19.

20.

21,

22.

23,

24

25,

(13234

Dokter Tamu adalgh
diperkenankan merqay, dokter yang bukan

Muhammad Djoen Sin, At atau mejakykan

pega“'al or nk ‘
tang, ganik RSUD tetapi

tindakan medis di RSUD Ade

Pegawai adalah pegawai
i ‘ai RSUD A
berstatus pegawai pada RSUD Ade Ml?le\ar:::\:c‘;rg?ad SDjocn eI,
) oen Sintang.
Pegawai Negeri Sipil y ;
Indonesia yang I';lefnil:,i hsflas“}“m)'a disingkat PNS adalah Warga Negara
Aparatur Sipil Negara et yarat tertentu, diangkat sebagai pegawai

menduduki jabatan pemerin ta;t:r? oleh pejabat pembina kepegawaian untuk

. Calon Pegawai Negeri Sj

Negara Indonesia van d’Pﬂ yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Warga
Sipil setelah mémeguh?nik'at untuk dipersiapkan menjadi Pegawai Negeri
Perundang-Undangan. yarat tertentu sesuai ketentuan Peraturan

Hon y

tecl)'te(:::l: d?emh dgdalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat
: ,')ang langkat berdasarkan Keputusan Kepala Daerah untuk
jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan
daerah dan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang selanjutnya disingkat pegawai

Non PNS adalah pegawai yang diangkat menjadi pegawai di Badan Layanan
Umum pgerah Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang
vang dibiayai melalui Dana hasil Jasa Layanan Badan Layanan Umum
Daerah Rumah Sakit Umum Daerah.

Pegawai kontrak adalah seseorang yang telah memenuhi persyvaratan
administrasi, dinyatakan telah lulus seleksi, menjalankan tugas sebagai
tenaga kontrak selama 1 tahun dan dapat diperpanjang setiap tahunnya

Remunerasi adalah imbalan jasa yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap,
honorarium, insentif, bonus atas prestasi, Tambahan Penghasilan Pegawai,

pesangon, dan/atau pensiun,

Pos Remunerasi adalah kontribusi insentif dari setiap penghasil jasa yang
berada pada revenue center.

stem yang mengatur pengupahan pegawai yang

. i adalah si 2
Sistem Remunerasi ad SUD Ade Muh ammad Djoen Sintang.

diberlakukan di lingkungan R
Score adalah nilai individu yang merupakan perkalian dari index terhadap
rating atau bobot {rating).

Indexing adalah cara atau perangkat untuk menentukan besaran score
individu pegawai sesuai dengan beban kerjanya.

2 i adalah pos penerima distribusi jgsa
Rekening Belanja Remunemg-nscnﬁf pegawai pada sistem Remunerasi.

pelayanan sebagai sumber dana i

Gaji adalah upah dasar ya_ngal])eer
bersumber dari biaya operasion

umber dari pemerintah bagi PNS dan
mah sakit bagi pegawai yang Non PNS.

28. Insentif ...
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39. Pelayanan rawat da

40.

41.

42.

43,

44,

45.

46.

47,

48.

49,

; rurat adalah ,

secepatnya un pelay ;

kecacatan. Sk Mencegah meaisguﬁf;?aﬁ’;i““& f‘ arus diberikan
KO  kematian atau

Pelayanan Ambulan (

terhadap penderitg 2

pelayanan rujukan pa

rumah sakit atau seh

Ade M. Djoen Kabupa

ambulance

awat-darurg
Sien dari te
&llkn_\'a dan
ten Sintang

Serice} adal

ah pelavanan tran '
t, e\'akuasl > SpOI‘TﬂSl

medis, jenazah dan atau

pembiusan. €Ngan menggunakan pembiusan atau tanpa

Pelayanan medico-leg

: al adalah ; : oy
berkaitan dengan kepentjngan h::ilal:‘n fman kesehatan yang diberikan vang

gf;ag-;; i:?snyaﬁen:“g:;‘g] diagnostik adalah pelayanan untuk penegakan

ety milg(r g la lain dapat bempa pelayanan patologi klinik, patologi
oo oblologl, radiologi diagnostik, elektromedis diagnostik.

endoskopi, dan tindakan/pemeriksaan penunjang diagnostik lainnya.

Pela}tanan perpulasaraan Jenazah adalah pelayanan vang diberikan untuk
penyimpanan Jenazah, konservasi (pengawetan) jenazah, bedah jenazah, dan
pelayanan lainnya terhadap jenazah.

Tarif pelayanan kesehatan rumah sakit adalah pembayaran atau imbal jasa
atas pelayanan kesehatan di RSUD Ade M. Djoen Kabupaten Sintang, terdini
dari jasa sarana dan prasarana rumah sakit dan jasa pelavanan. vang
merupakan sebagian atau seluruh biaya penvelenggaran kegiatan pelayanan
kesehatan yang dibebankan kepada masyarakat atau pihak ketiga sebagai
imbalan atas pelayanan yang diterimanya.

Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh RSUD Ade M. Djoen
Kabupaten Sintang atas pemakaian sarana, fasilitas, alat kesehatan, bahan
medis habis pakai, bahan non-medis habis pakai, dan bahan lainnya yang
digunakan langsung maupun tak' ‘langsung dalam rangka observasi,
diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi serta merupakan pendapatan

fungsional rumah sakit.

lah jasa bagi para pelaksana pelayvanan c;i rumah sakit,
J:nsa Pell:l)_' an;:n a@:sa njacdis, jasa keperawatan/setara dan jasa pelayanan
id'rﬁr:;u;r;i sebé]gaj sumber pembiayaan insentif pada sistem remunerasi.

: Khusus adalah masyarakat miskin dan tidak
Pasien dengangrizﬁlka:m odir didalam Penerima Bantuan luran (PBI) baik
mampu yang ti leh Pemerintah Daerah maupun yang ditanggung oleh
5{)&"8 {iltﬂnggungtosim Masyarakat Kabupaten Sintang yang berdasarkan

em.enntah Pusa  tah Daerah Kabupaten $mtang mendapatkan

:?lzrlr:banginhug;n i:nng dilayani di Rumah Sakit Umum dacrah Ade

uan
Muhammad djoen Sintang.

] yang selanjutnya diset?ut Bantuan igran

2:;:1::;’&1? juran Jamma;}al;;:ea};at;:séhatin bagi fakir miskin dan orang tidak
iuran program : :
mampu yang dibayar oleh pemenntah

50.Penerima ..



L3217

Penerima bantuan iuran jaminan,

Jaminan kesehatan adal kesehatan Yang selanjutnya disebut PBI

B ah fakir micL:
peserta program jaminap kesehat,a:_1 skin dan orang tidak mampu sebagai

50-

BAR |
ASAS, HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Azas
Pasal 2

Asas sistem remunerasj yaity :

a. proporsionalitas yang diukur dengan besarn
besaran pendapatan rumah sakit;

b. kesetaraan yang memperhatikan industri pelayanan sejenis;

c. kepatutan yang melihat kemampuan rumah sakit dalam memberikan upah
kepada pegawai.

Bagian Kedua
Hak Dan Kewajiban

Pasal 3

(I} Rumah Sakit berkewajiban menyediakan alokasi biaya untuk remunerasi
pegawai rumah sakit yang dianggarkan melalui anggaran rumah sakit /
Rencana Bisnis Anggaran (RBA).

(2) Setiap pegawai organik rumah sakit berhak mendapat remunerasi.

{3} Setia awai yang memangku jabatan pada pusat pendapatan atau
reven?;epzsnter berkewajiban untuk menyusun sistem akuntabilitas yang

dilengkapi dengan indikator, dan target/ standar.
(4) Penggolongan kelompok pusat pendapatan (revenue center), sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) adalah :
a. Instalasi Gawat Darurat;

b. Instalasi Rawat Jalan;
¢. Instalasi Rawat Inap;
d. Instalasi high care unit, L= . :
€.  Neonate Intensive Care Unit (NICU), Paediaktric Intensive Care Unit
(PICU), Intensive Care
Instalasi Bedah Sentral;

8 Instalasi Farmasi;

Unit (ICU), Intensive Coronary Care Unit (ICCU);

b

h.Instalasi ..
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Gid2e

s Pt et log: Klinik dan Unit Tranfusi Darah,
Instalasi Rehabilinag, Medik,
Instalasi Haemodialigy
Ambulan;

Medical Check Up,
instalasi Diagnostiy
One Day Care/ Ome Day Surgery,
Klinik Unggu!an/terbaxk lexecutive),

Pelavanan Unggulan/terbaik (executivey,
Pengolahan Limbah,

Pemulasaraan Jenazah
Instalas: Diklat;
Poliklinik Gizi;

Unit Parkar;

Instalasi Loundry,
Usaha-usaha lain

Setiap pegawal yang memangku jabatan struktural atau pada cost center
atzu pada pusat biaya berkewapban menyusun sistern akuntabiltas yang
dilengkap: dengan indikator dan target/standar.

Pegawa: yang memangku jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada
avat (3} terdin dan :

a

-3

n

Ga; pegawas Ru
Operamonal rurma’l

Direkrur;

Kepala Bagan Kesekretanatan,

Kepala Bidang Pelayanan:

Kepala Bidang Keuangan dan Akutansi,
Kepala Bidang Perencanaan dan Program:
Kepala Seksi dan Kepala Sub bagan

BAB [II
 AYAAN, KELOMPOK PENERIMA REMUNERASI,

11 : _\!Bh
SUMBER PE GAJL, TUNJANGAN DAN HONOR

) tah dan
.« PPK-BLUD bersumber dan Pemennta
sakst {2] Sumber



(2)

(3)

(4

)

(6)

(7)

Sumber biaya dari - b:ﬂz?g
diperuntukan bagj merintah )
8! pegawaj B sebagaima :
LUD na dimaksud pada a
yat (1),

daerah/pegawai BLy
D yang be
non PNS/CpNS & berstatus PNS/CPNS dan honor

Insentif pegawai Rumah Sakit

pelayanan dan/atau BLUD be
rumah sakit. keuntu“ga" uSaha-usS'nl;n}E:; xzadabkomponen Jasa
atau biaya operasional

Merit/bonus bersumber da

2 ri
operasional rumah sakit yan keuntungan rumah sakit dan/atau biaya

g dianggarkan khusus.
Tunjangan yang bers

% umber dari g
rumah saki : ari  peme : '

t sesuai dengan Peraturan Perrlx?r:z};n(;i%g;ugal: ay)::m: ﬁﬁasll(?al

Honor bersumber dari biaya operasional rumah sakit

Bagian Kedua
Kelompok Penerima Remunerasi

Pasal 5

Kelompok Penerima Remunerasi terdiri dari :

a.

b.

c,

L{e:(c;mpo‘k‘ '(Ii‘enaga mcdi_s‘_vang- terdiri dari dokter spesialis, dokter umum
okter gigi dan dokter gigi spesialis, psykologi dan apoteker secara individu. '

Kelompok Keperawatan yang terdiri dari :

1) perawat Instalasi Gawat Darurat (IGD);

2) perawat Bedah Sentral;

3.) perawat Hight Care Unit (HCU), Neonate Intensive Care Unit (NICU),
Paediaktric Intensive Care Unit (PICU), Intensive Care Unit (ICU),
Intensive Coronary Care Unit (ICCU);

) perawat Rawat Jalan;
5) perawat gigi,

6.) perawat Hemodialisa;

7.)  perawat Medical Chek Up (MCU);
8) perawat Rawat Inap;

9.) perawat Perinatologi: _ '
10.) Bidan dan Perawat Kamar Bersalin (Verios Kamer/ VK);
11) Asisten apoteker;

12.) analis laboratorium d

13.) Radiografer;

14) Perawat Supervisi;

15.) Fisioterafis;

16.) Petugas PKRS;

17.) Petugas K-3 RS;

18.) IPCN; o G i

19.) D-III Gizi dan o° ] , ; .

20.; Pe:'awat Supcrvisi / Pt?rawat Koordinator;
21.) Perawat funsional lainnya-
h geluruh pcgawai yang tidak memegang

an unit tranfusi darah;

Kelompok administrasi adala

jabatan.
d.Kelompok ...



(1)

(2)

(1)

2)

(3)

(4)

(s)

Kelompok Manaj oL
elo Tajemen terdiri days .
1.) Kepala Bidang/ Kepala Bag?:n:
2.) Kepala Seksi/ Kepala Sup Baéian-

Kelompok kepala-kepala instalas;

im Pengendali i
Tim gendali Jaminan Kesehatan Nasional dan Tim Remunerasi

Direksi adalah Direktur RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang

Bagian Ketiga
Gaji
Pasal 6
Seluruh pegawai rumah sakit berh

remunerasi rumah sakit berdasark
berlaku.

ak menerima gaji sesuai dengan sistem
an Peraturan Perundang-undangan yang

Besaran gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan taat
asas kepatutan dan kemampuan keuangan rumah sakit berdasarkan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PENGGAJIAN DAN TUNJANGAN
Bagian Kesatu
Penggajian
Pasal 7

Pejabat Pengelola BLUD, Ketua Dewan Pengawas, Anggota dan Sekretaris
Dewan Pengawas, dan pegawai BLUD dapat diberikan remunerasi sesuai
dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang

diperlukan.
Pegawai BLUD dengan status PNS/CPNS mendapat gaji sesuai dengan
peraturan penggajian PNS/ CPNS.

n status Non PNS mendapat gaji sesuai dengan
Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pegawai Non PNS
rah Rumah Sakit Umum Daerah Ade

Pegawai BLUD denga
Peraturan Bupati Sintang
Badan Layanan U.mum Dae
Muhammad Djoen Sintang.

. g Anggota dan Sekretaris Dewan Pengawas
5:;‘1::?'39‘ (:3;5; k;:ﬁ,u::da aygf (1), diberikan dalam bentuk honorarium.

imana

- : :maksud pada ayat (1), untuk BLUD ditetapkan

§g}:lu[?:;2:: ;igzii:;‘::: :lsularl yang disampaikan oleh pemimpin BLUD

melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8 .,



galmang d;
gitetapkan sebagai beriky;- a dimaksud dajam Pasal 7 ayat (4)
a honorarium ketua dewan Pengaw
persen) dari gaji direktur;

b honorarium anggota dewan pep, !
8awas paling banyak sebe % (ti 1
enam persen) dari gaji direktur; b ¥ sar 36% (tiga puluh

aS paling banyak sebesar 40% (empat puluh

c. honorarium sekretarig dewan

Rt Pengawas paling banyak 15% (lima belas
persen) dari gaji direktyr.

Bagian Kedua
Tunjangan

Pasal 9

(1} Pegawai ruma‘h sakit yang memegang jabatan struktural dan fungsional
mendapat tunjangan sesuai dengan tunjangan yang ditetapkan Pemerintah
dan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2] Tunjangan bagi pejabat struktural dan fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah dengan
ketentuan dan ketetapan yang diberikan pemerintah daerah.

BAB V
KOMPONEN DAN PROPORSI JASA PELAYANAN

Bagian Kesatu -
Komponen Jasa Pelayanan Dalam Tarif

Pasal 10

'l Komponen jasa sebagaimana tercantum dalam tarif rumah sakit yaitu Jasa
sarana prasarana dan jasa pelayanan.

aimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
e e bapa operasoral dan iaya eap rumah st
gganti biay ’

dihitung berdasarkan harga satuan (Unit cost).

a dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jasa

¥l Jasa Pelayanan sebagaiman ra dan jasa tenaga administrasi.

medis, jasa keperawatan/tenaga setd
i 3) sebagaimana
i dimaksud pada ayat (
Jian: P nan scbagaimere, insentif.
tercant;tima )c'iaalam komponen tarif bukan 1ns . . .
- e INCLiN, 100 kcpef;! “;:bagai insentif setelah dilakukan pengaturan
tercantum dalam tan :

2 . erasl.
distribysi dalam sistem remun

Bagian ...
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1) Propprsi Jasa pelayanan dal
pemilahan f&_suai dengan jengm kompone
pelayanan yaity - IS profesi g
a. Instalasi Rawat Jajap, -

Proporsi jasa Ppe] .

ayanan i
Raw med f
wat Jalan adalah - 1S, perawat dan tenaga administrasi di

1. Proporsi jasa :
medis padg o
5 g:z(:g(};rgie?en) dari totg] jas;::fatyjail:nn adalah sebesar 70 % (tujuh
: asa pelayana ’
: guluh persen); n kemrawata"/setara sebesar 20 % (dua
. Froporsi jasa -
5. ProBoret tndaras e TiniSas sebesar 10 % aepulu erse)
(tujuh puluh persen 'S pada Rawat Jalan, jasa medis sebesar 70 %
Y )’ejlasa Kepefa“'fat:an/setara sebesar 20 % (dua
persen): Pelayanan administrasi sebesar 10 % (sepuluh

5. Proporsi Ti |
pﬁ‘iﬁﬁrs;eﬁ’;ﬁa“-a" yang dilakukan oleh perawat, sebesar 70 % (tujuh
Tann Mot d) Jasa keperawatan, sebesar 20 % (dua puluh i)

an sebesar 10 % (sepuluh perrsen) jasa administrasi.

ta?,l tarif dilaksanakan berdasarkan
Jasa sarana prasarana dan jasa

b. Instalasi Rawat Inap:

8 E/’ropors: Jasa medis pada visit.e di ruang perawatan adalah sebesar 70
o (tujuh 'puluh persen) dari total jasa pelayanan yang tercantum
dalam tarif, sebesar 20 % (dua puluh persen) adalah jasa pelayanan
keperawatan/setara dan jasa pelayanan administrasi sebesar 10 %
(sepuluh persen);

2. Bila dokter spesialis berhalangan, pasien di visite oleh dokter umum,
dengan tarif dokter umum, proporsi sebesar 70 % (tujuh puluh
persen) dokter umum dan sebesar 20 % (dua puluh persen) jasa
pelayanan keperawatan/setara dan jasa pelayanan administrasi
sebesar 10 % (sepuluh persen);

3. Proporsi tindakan medis, jasa medis sebesar 70 % (tujuh puluh
persen), jasa Kkeperawatan/setara sebesar 20 % (dua puluh persen)
dan sebesar 10 % (sepuluh persen) jasa pelayanan administrasi;

4. Tindakan yang dilakukan oleh perawat, sebesar 70 % (tujuh puluh

: asa keperawatan/setara, sebesar 20 % (dua puluh persen)

B;;Zenh)dédis dan sebesar 10 % (sepuluh persen) jasa pelayanan
administrasi.
L sl Gaens Dgrate’ meriksaan atau tindakan adalah sebesar

. tuk
5 P;‘(’,po‘}’ft"jﬁf; ggi:;rpl::sen) ;c)l:lri jasa pelayanan yang tercantum dalam
0

uluh persen) adalah jasa pelayanan
;:(arif, sebesa;'seZtgr:/" d(::a sgbesar 10 % (sepuluh persen) jasa
eperawatan

pelayanan administrasl; Jeh perawat, maka proporsi jasa tindakan

2. Tindakan yang dilakukan ) jasa keperawatan/setara

os, (tujuh puluh persenj jas :
tersebut ngg/sa;’d?g /;élu{" persen) Jasa Medik dan sebesar 10 %
sebesar °

(sepuluh persen) jasa pelayanan administrasi.
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d. Instalasi pemmjang :
1. Instalasi RAdiologj :
a) Proporsi jasa meg;

Jasa pelayanan % (empat puluh lima i
po ; persen) dari
lima persen) g [ ToROrsi radiografer sebesar 45 9 pa
an . gt 7o (empat puluh
persenj); pelayanan administrasi K 5

il sebesar 10 % (sepuluh

usus pelayan

sebesar 70 o, ?t?]jg]}:rai?nografy (USG) / elektromedik jasa medis
20 % (dua Puluh persen), jasa perawat/setara sebesar

puluh . B :
(sepuluh Persen) Persen) dan jasa administrasi sebesar 10 %

. grl'zt;i:il JL«;ast;o ratorium Patologi Klinik dan Unit Tranfusi Darah :
i mtei med1§ sebe.sar 45 % (empat puluh lima persen) dari jasa
jasa pelaya Proporsi analis sebesar 45 % (empat puluh lima persen) dan
pelayanan administrasi sebesar 10 % (sepuluh persen).

3. Instalasi Rehabilitasi Medik :

Proporsi medis ‘sebesar. 30 % (tiga puluh persen) dari jasa pelayanan
dan proporsi fisioterapis sebesar 60 % ( enam puluh persen) dan jasa
pelayanan adminstrasi sebesar 10 % (sepuluh persen).

4. Instalasi Gizi:

Proporsi jasa pelayanan konsultasi dokter spesialis gizi adalah sebesar
45 % (empat puluh lima persen) dari total jasa pelayanan, sebesar 45
% (empat puluh lima persen) adalah jasa pelayanan nutrisionis dan
pelavanan administrasi sebesar 10 % (sepuluh persen);

5. Instalasi Patologi Anatomi: .
Proporsi jasa pelayanan medis Patologi Anatomi adalah sebesar 70 %
(tujuh puluh persen) dari total jasa pelayanan, sebesar 20 % (dua
puluh persen) adalah jasa analis dan jasa pelayanan administrasi
sebesar 10 % (sepuluh persen};

6. Instalasi Farmasi :
Proporsi jasa kelompo
lima persen), jasa pe€
sebesar 45 % (empat p
administrasi sebesar 10 %

k apoteker adalah sebesar 45 % (empat puluh
layanan asisten apoteker secara kelompok
uluh lima persen] dan jasa pelayanan
(sepuluh persen);

7. Instalasi Forensik : ‘% adalah sebesar 70 % (tujuh puluh persen)
Proporsi ja.sa piecis fo,::: lvang tercantum dalam tarif rumah sak1_t,
dari total jasa pelaya ; adalah jasa pelayanan tenaga lain

h persen) ot g
sebes?r 2kO 1:/; a(:l;’gr::;lilk dl:n jasa pelayanan administrasi sebesar 10
pada lingku

9, (sepuluh perscn);

8. Instalasi Hemodialisa :an medis adalab sebesar 30 % (ltiia pulu:}
Proporsi jasa pelg}'an elayanan, sebesar 60 % ( enam pulu 1persae
persen) dari total jasa P=E0 0t oy perawat, dan jasa pelayanan

v T nan ke o
agal‘.‘h. ;Jr:l: se%eel:;ra 10 % (sepuluh persen);
aaminis

€. Instalasi Bedah Sent’® sebesar 70 % (tujuh puluh persen),

" edis operator o (dua puluh persen) dan jasa
1. proporsi Jasa m fo 20 %
ah s€

sar :
Perawat bed 0 % (sepuluh persen);

2 1
administras! sebesar

2.proporsi ...
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” roPOrsi jasa d
perawat anes okter

besar 7
(sepuluh per 0 %

(tujuh puluh
R puluh persen),
dm'mistrasi. P FEARTY e hetwuns: 10 Y

tesi Sebesar 2 o,
Sen) Jasa a

8 Operasi sebesar 70 %% (tujuh

an administrag; sebesar 10 o % (dua puluh persen) dan

. Yo (sepuluh
f. Instalasi Intensiye Care Unis P persen).

1. Proporsi jasa . .

(tujuh pdluh p“::g;:)pdadg Visite di ruang ICU adalah sebesar 70 %
tarif, sebesar 2 % 7:11 total jasa pelayanan yang tercantum dalam
keperawatan/ setara danu‘a puluh persen) adalah jasa pelayanan
(sepuluh persen); Jasa pelayanan administrasi sebesar 10 %

2. Bila dokt AT
dengan ‘:;;peséa];; berhalangan, pasien di visite oleh dokter umum,
Okter umum, proporsi sebesar 70 % (tujuh puluh

persen) dokter umum dan sebesar 20 % (dua puluh persen) jasa

pelayanan keperawatan/setara dan i , 2 :
sebesar 10 % (sepuluh persen); jasa pelayanan administrasi

3. Proporsi tindakan medis, jasa medis sebesar 70 % (tujuh puluh persen),

Jasa keperawatan/setara sebesar 20 % (dua puluh persen) dan sebesar
10 % (sepuluh persen) jasa pelayanan administrasi;

4. Tindakan yang dilakukan oleh perawat, sebesar 70 % (tujuh puluh
persen) jasa keperawatan/setara, sebesar 20 % (dua puluh persen)
Jasa Medis dan sebesar 10 % (sepuluh persen) jasa pelayanan
administrasi.

(2) Proporsi jasa yang bersumber dari tarif paket Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN), dengan besaran jasa pelayanan maksimal 44 % {empat puluh empat
perse;1) dari total klaim yang dibayarkan ditambah 5 % (lima persen) dari
keuntungan obat/farmasi.

i sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam proses

{3) Besaran jasa 5)31;:‘:3:}1;1 antgra dokter pemegang pisau dan dokter non

pengentrian dip al klaim dari pembayaran BPJS untul_< dokj(er pemegang

pemegang psa, ol K, S0 EET e, e diegs s
pisau dan

masing 50 % (lima puluh persen)

i lakuan khusus, jasa yang
: ; an ien dengan per .
4 grt:tal"kk-’aansa dpaal?;nseusr::jn;;ganp?:sa pelayanan yang tercantum dalam tarif
1bagi a ) :
Peraturan Bupati yang berlaku
i sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3)
nem:;‘:akan software remunerasi yang disusun
men

dalam sistem remunerasi Int.

dan ayat (4) dengan
berdasarkan ketetapan

BAB V
DISTRIBUSI INSENTIF

Pasal 12

ntif langsung dan insentif tidak langsung.
nse

(1} Distribusi insentif terdiri dan
(2) Insentif ...



2)

(3)

(4)

(1)
(2)

(3)

(4)

(S)

(1
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Insentif la.ngsung sebaga;
o 7 galmana di
penghasil jasa pelayan . maksud pag -
setara dan kelomgok andba.lk. tenaga medis?a k;o?:atk( 1) diberikan kepada
am perat:ram"_'llStrasi Sesua’i deng:;: ;::;oga .keperawaﬁg
i 3 N 1ni, ge rsi yang te
proporsi jasa yang diten'ma, besar 60 o, (D;nam puluh persen) dari
Stem remunerasg; o (empat puluh persen)

a. Pos Remunerasi sebesay 1
: ; S % (lima -
b Il Dot e s pere
fi.. Insentif kt;p:lla bldar?g 2, 15 % ( dua koma lima belas persen)
del pa‘a seksi dan kepala sub bagian sebesar 2,85 % (dua koma
elapan puluh lima persen) Es

e. Insentif kepala-kepala instalasi
1 sebe 9
f. Tim pengendali Jaminan Keseh sty

sebesar 2,5 % (dua koma lima
g. Tambahan insentif perawat se

(dua koma lima persen)
atan Nasional (JKN) dan Tim Remunerasi
persen)

besar 10 % (sepuluh persen);

Insentif tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan

kepada seluruh pegawai berdasarkan indexing, dengan sumber dana dari
Pos Remunerasi.

Bagian Kesatu
Distribusi Insentif Direktur dan Pejabat Struktural,
Kepala Instalasi, Tim Pengendali JKN
dan Tim Remunerasi

Pasal 13
Distribusi insentif langsung Direktur sebesar 5 % (lima persen).

i istribusi indexin,
Bidang/Kepala Bagian distribusinya mengguna}kan score ing
;(:121311 Zcorle ingi/vidsa(iibagi total score indexing kepala bidang/kepala bagian

dikali 2,15 % (dua koma lima belas persen).

: gian distribusinya menggunakan score indexing
Kepala Seksi/ Kep.ala S~Ub Qa 1 score indexing kepala Seksi/kepala sub
yaitu score individu dibagi tota i el
bagian dikali 2,85 % (dua koma delapan fima pe
] S ot inva menggunakan score indexing yaitu
Kepal?"é‘?p%h d‘;’b?;li’gtaf e dexing kepala instalasi dikali 2,5 % (dua
score individu
koma lima persen).
i i JKN dan Tim Remunerasi distribusinya g;nggun:rﬁgisﬁr:
Tim P_engen'dah J e individu dibagi total swlrg mdex:;tcgn) peng
am yr:;xuursx::asi dikali 2,5 % (dua koma lima PErser:
Bagian Kedua
Distribusi Insentif Langsung Doxter,
perawat dan Tenaga Aci!
pasal 14
pelayanan terhadap pasien yang
Insentif pelayanan r¢

dan tidak memilih dokter atau tidak memilih
it kelas

datang ke m"l:ahtif ss:,-llaku untuk semua Xe€ pe

BElmymAn el (21 Jasa ..

rawatan.
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(2) Jasa pelayvanan yang tim

; bul ak;
pelayanan non ekselq,f akibat pelayanan non eksekutif merupakan jasa

(3) Setiap penghasil ja

{1

(2)

(3)

4)

(5)

Sa pelay
(1), berhak .m‘endapat};’:},]a);n;ngeglﬂef se

: Si berhak mendapat sebasar 60 % (enam pul
g m puluh
persen) insentif langsung dari Jasa pelayanan administrasi, dengan

Sakit (loundry), gizi, Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSRS),

S:lt(;xtan Pengamanan (Satpam), Cleaning service di lingkungan rumah

o Bagian Ketiga
Distribusi Insentif Langsung Pelayanan Eksekutif

Pasal 15

Insentif Pelayanan Eksekutif adalah jasa yang timbul akibat pelayanan

eksekutif, yang dibedakan dari pasien reguler, atas dasar pasien yvang

dilayani adalah :

a. pasien yang dibawa oleh masing-masing dokter atau pasien yang berobat
ke poliklinik eksekutif baik pagi maupun sore;

b. pasien yang dengan sengaja datang ke RSUD dan meminta pelayanan
melalui jalur pelayanan eksekutif.

Distribusi insentif langsung pelayanan eksekutif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terhadap pasien yang berobat ke poliklinik eksekutif, Tenaga
Medis berhak mendapat insentif langsung pada.pohklmu'(' cksekutif secara
individu sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari proporsi jasa pelayanan.

o g% . / if sebagaimana dimaksud
tif langsung pelayanan eksekuti :

E:l?:::lt ;?)searhadap pasien yang berobat ke pelayanan Eksekutif pada

rawat i;xap de;qgan ketentuan Dokter mendapat insentif langsung sebesar 80

% (delapan puluh persen) dari proporsi jasa visite.

Distibusi Insentif langsung tindakan medik pada pelayanan Eksekutif

. : d pada ayat (1), dokter berhak mcnfiapat inggntif
bamimane, dimaesd, P 2 kg e peron) Gt g s

pelayanan.
g Tindakan yang dilakukan oleh perawat
aksud pada avat (1), kelompok perawat

besar 60 % (enam puluh persen) dari jasa
perawat sama seperti insentif langsung

Distribusi Insentif langsun
eksekutif sebagaimana dim
mendapat insentif langsung s";]
Tindakan yang dilakukan ole

pe]ayanan regulef. (6’Distnbus1



(1)

(2)

(3)

(4)

{6)

Distribusi Insentif lan
perikut : Esung p elayanan Bedah g :
a. Dokter bedah berha ksekutif adalah sebagai

hak :
bedah eksekutif adalahm::'ii‘::‘agiscntif lan

gsun a ;
% (dela g€ pada pelayanan
ah;

Pan puluh persen) dari

c. Insentif kelompok ke diH e e :
adalah sebesar g( 5: rawatan bedah pad Proporsi jasa pelayanan;

langsu'ng Pelayanan regu;:1 . i v
d. Insentif kelompok Penata ap
adalah sebesar g0 % i

Stesi pada pelayanan bedah eksekutif
langsung pelayanan re

en
gu(ler_am Puluh Persen) sama dengan insentif

Bagian Keempat
Insentif Tidak Langsung

Pasal 16

Distribusi insentif tidak langsung dibagikan berdasarkan scoring yang

ditentukan dengan perhitungan indexing yang ditetapkan dalam sistem
remunerasi.

Besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan total score individu
pegawail yang bersangkutan dengan rumus INSENTIF = (Score individu :
Total Score RSUD) X Total Dana Pos Remunerasi.

Insentif tidak langsung sebagaimana.dimaksud. pada ayat (1) diberikan
berdasarkan sistem akuntabilitas kinerja pegawai.

Sistem akuntabilitas kinerja pegawai sebagaimana gimakslugop%/da(ayatts;
i i1 awai mencapai kinerja se sar o (sera

dilaksanakan .J:;(:;l gzzgwget /standar, maka pegawai yang bersangkutan

gm?p:f ?::-ntif sebesar 100 % (seratus persen) sesuai dengan nilai total

index perorangan.

; i i da ayat (4)
13 inerj awai sebagaimana dimaksud pa

Sistem akuntabilitas Kinefia BIC %o ik kinerja sebesar 50 % relegian

S — Jlkakf & msentif pegawai yang hersangimian ae s kg

Nl perecn] mai h persen) dilal Jumiaty, nies ""m; gbﬁsic index

80 % (delapan pl;le:lsan gkutan ditambah dqx;gg lsisfx :

zfna;:; ns{'a?ngdex resiko, index emergensi dan i po

Pasal 17

: i d dalam
) - sebagmmana‘dtmaksu ;
e tld:;(d:lagﬁ:n gberikutn!"a paling lambat setiap
rkan

1 : maup 3 :
nsentif langsung O pelayanan dalam bulan berjalan selesai.
a

Pasal 12 ayat (1) dibaya

: sete :
tanggal 15 (lima belas). <an yang bersangkutan dan perhitungan
oleh ata

ihi it ditetapkan oleh
Score individu dihitung iadi score r:umah saki p
total score individu Yan& - “o  mah sakit.

an 3) Besaran ...
Kepala Sub Bagian Kepegawa! )



(3} Besaran insentif tj

;153298

dak 1a

ayat {1) bagi setig o St

: tap pegei AlMmana

kepada besar kecnln_va POS Remgzg:;sib;rbega
an kin

Yang berwenang Mmembay

(1) dan ayat (3) adalah Ke

dimgksud dalam Pasal 12
sguap bulan, tergantung
€r]a pegawai.

arkan insentj
: if sebagaimana dim ;
Pala Bidang keuangan rumah lsail:iwd POCN:AYRL

a dimaksug
kepada pe pada ayat (2) dapat berubah seti
B ra i setiap
perubahan POSlSI/J&batan.% s i‘i’::gabﬂsw index, perubahan pendidikan,

BAB vi1
INDEXING
Pasal 18
Indexing dilaksanakan berda
3 sarkan :
a. basic index/index d 2 3 ‘
bagi seluruh pegawa?zar untuk penghargaan sebagai insentif dasar

: €ngan standar berdasarkan gaji pokok pegawai
.:_1 %:LS ?:T?:}:!]gku@n dengan ketentuan setiap Rp 500.000,- (lima ratus
ot kpR gan pokok sama dengan 1 (satu) nilai index, pegawai

ontrak Rumah Sal_ot, ga)l pokoknya disetarakan dengan gaji pokok
terendah PNS sesuai dengan pendidikannya.

b. kpa!xﬁkasi/‘capa_city index adalah untuk memberikan penghargaan
nilai kualifikasi/capacity berdasarkan pendidikan pegawai atau
keterampilan yang bersertifikat dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tingkat pendidikan atau keterampilan yang tidak sesuai dengan
posisi kerja pegawai tidak diakui dalam sistem ini.

2. Kursus/ pelatihan bersertifikat (minimal 24 jam) sesuai dengan
posisi kerja pegawai, diberi penghargaan dengan tambahan nilai
0,2 (nol koma dua) dan hanya berlaku 4 (empat} tahun.

i PENDIDIKAN = } E “moEx |
E Jl S l T T IS TR,
' SD , AT
e ——————————— e —— 2
‘ SMP ; |
L——‘———— ———————— ] = ]l
I SMA/SMU _
f____~——._4—_,_.______..__ ’ 3
3 D1 i .
b e | pmssge
D3 ] e
‘——-——— —_— e T I =
S1/D4 TR W | ] i
e GMUM/DOKTER
KTER UMUM/D s
D((‘;)IGI JAPOTEKER/NERS F _
e — Iy b e e 8 -
| y S2 O e I
__.--——a-’——’—- e |
DOKTER SPESIALIS il ; l
| oY, Ak S e ,
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- ".3-‘ Pudex lé‘kh nilas R
ptut»;'j&f!:!t_\a N\ resiko o
} oA grade | .
TORAD  kera ti:::m udal;\h kemungkman‘ terjadi
Dersangkutar 4 walaupun pegawal  Yang
SO -‘&“’:x::ﬁ‘ :"““‘“ pProsedur tetap dan prosedur kena
feuike rade 1} d\en‘ Yang ‘:‘?kt!}a di perkantoran
ke ;.‘ :-:,.: 4 an £an nila mdex 2 adalah kemungkinan terjadi
bersanghiran beheng fo 8t Nimiawi apabila pegawai yang
Seandar G !“ﬁl Sesual program tetap dan program kC_l'J?
Instalas: M*\. : rosedur!. terdin dan rawat jalan. gin,
A “UAraan Sarana Rumah Sakit (IPSRS), rehabilitasi
- --‘f‘mxa. Central Steriisanon Supply Departement (CSSD).
amuian. fmod-&.‘aa can Farmas:
& Rt Tade Ul dengan nla index ¢ adalah kemungkinan terjadi
KFTE yang bersifat kontaminasi walaupun pegawai Yang
TSANgeuian bekena sesuar program tetap dan program kena
Sancar  Operasional  Prosedur!. terdin  dari  rawat  inap.
Ec:w:m.;u_. Bboratomum. Ruang Persalinan
$ Resso gade I demgan nia index 5 khusus untuk ruangan
PEDYRT Calam
Fesko gade [V dengan nia index & kemungkinan tenadi resiko
kemd yvang bersifar mfeksus dan radias: walaupun pegawai yang
bersangkutan bekena sesual protap yaitu perawatan isolasi. IGD.
Fghs Cgore 1wz HCU. Neonate Fuensue Care Unit (NICUL

Wk resiko van - A
& ditenma pegawal akibat
FARE me n,:‘\il . g'{){'( vaitu

nla index |
bersifar ik

"

-
e
o

Poedgizre Fienswe Core Umz (PICU). htensve Care Unaz {ICU).
irzemsue Coronary Care Umx (ICCU). pol: paru. loundry, forensik,
raC YOO pal Masmg-masing bagan mempunyail

pergelompokikan dafar dan jemus pekenaan sesua: dengan grade.
& musus Perawar Becah Centra! (OX index Risiko adalah 18

2 emerpercy ndex adaan Tlal GnTLK lETAga alau pegawas yang bekera
paca daerah ewmerpency VETE seTap “f‘ marus siap melaksanakan
d riges tanps mengeroal Latas waatu Tmgkatan emeTgensi sangat
rerpamturng krpaca pmis perkeraan Vang dlaksanakan oleh pegawa:
T DerSangEoTan
e T g By ==
i
: e G - b
Tingka: Emergency Renlas ‘
: o Al misSTTRS PETAATIINAD
5 Tingiat Emegency Secatg
x . Admorsram Aruasgan o bar
pErEATIOTRT
e Farmas
. Rx‘t'!,:w 3
: o CSSD
o Radoiop e 37 g umft
¢ 1 e, b 3‘-":"...
racton caras DB SRS
o Beocatars
AT R SO : X Toghas ..
¢ 45
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L9300

[T 3 [ Tingkat Emergerzic
| gkat Emergen Tinge, 71— _—
& Raveat Inapcy nggi |
* Laboratorium :
sh ol
tranfusi darah shi’f:t dan unit l.
* Radiologi shift ‘
| ¢ Isolasi 4 |
| * Hemodialisa ‘
* VK
4 | Tingkat Emergency Tinggi =
| Perinatologi 5 ‘
5 | Tingkat Emergency Sangat Tinggi Jl
' s ICU, ICCU, NIC '
l * ) U. PICU,
¢ IGD 6 l
| |
"6 | Tingk ncy i ' ' =)
| ngkat emergency index khusus
| perawat Bedah sentral 18 J
SRS TSN T T .

e. position index adalah untuk menilai beban jabatan yang disandang pegawai
vang bersangkutan. Dengan ketentuan kelompok jabatan sebagai berikut :

3 |Kepala Sub “Bagian/ Kepala Seksi,

Penanggungjawab

Ketua panitia, Bendahara penerimaan,
bendahara pengeluaran, pembantu
bendahara penerimaan, pempantg l 3
bendahara pengeluaran, Staf Verifikasi

Keuangan.

No Kelompok Jabatan l Index l
1 Tidak memiliki jabatan ‘ ] 1 =
— 5 | Koordinator/Ketua, Wk Ruang, i

e ——

Kepﬁa Ruangan, Kepaiz Instalasi,

Departemen, Kepala SMF

kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala "

"Ketua Komite ~Medik, Ketua Komite
Keperawatarn,
Internal (SPI).

Ketua Satuan Pengawas 6

(R,

f. performa
pegawai

. Kinerj

—
L ey —

index adalah untuk mengukur hasil /pencapaian kerja dari
nce in

manajemen kinerja);

dikaitkan dengan sistem akuntabilitas kinerja (sistem
adi

g.nilai ...



g milal index Kinery
Penilaian  pejabat M ruman sakit
i

adala i
h ‘““‘mukan o alah terhadagp perncapaian

X alam rencana kinerja individu,
h. Setelah dilakyk;

AN gl ;
| B cdf-ung.; Maka dilakukan Rating yaity
2. Kualifikasi tindex < o |
3. Risk Index - :8:0 :":
4. l-.‘mergcm‘y Index = oy
S, Position Index = gz:c :‘;
6. Performance index Rat: 4

1. Score adalah nilai individ
- :
terhadap rating atay bobot [rgﬁgg)‘merupakan FURETIN S

. ah penjumlahan dari score basic, kualifikasi/
capacity, Risk, Emergency, Position dan Performance index:; ;

k. Total score individu

i seluruh pegawai dijumlahkan menjadi Tota! Score

Format Indexing

Pasal 19

No | Objek Index  Rating Scor

i 2 1 L e
B | Basic Index * ' ‘
| - Setiap gaji pokok PNS Rp. 500.000 '
' bernilai 1 index
- Tenaga Non PNS disesuaikan
' dengan gaji Pokok PNS

2 iu—afiﬁkast/ Capacity Index
SD

SMP

SMA/SMU

D1

D3

S1/D4 L
Dokter Umum/ Dokter Gigl/
Apoteker/NERS

S2 ,

Dokter Spesialis

S3 /Subspesialis Konsultan

e ®msAanoe

SO~ U W~

3 | Risk Index
a. Grade I 1
'b. Grade II .
| ¢. Grade I : 4
'd. QGrade IV ‘ 6

- | Emergency Index | | '
| |a. Gradel fira
' | b. Grade Il ? 2
. lc. GradeIll o
| d. Grade IV -

L EC R

s o Ao



5 Posttion Ingey —

A Tldak memi]

‘a ikij
' : iki jaba
b. Koo_rrpnalor. Bcnd!:nhara K :
Panitia, Wakq Karu. p ' S :
¢. Kasubid Kasubg
. ; 8. Kasije
‘ d l!::pala Ruapgan. Kepala Instalasi .
bag, Kabid, Supervisor i
e. Ketua Komite P

. . penila_ian kinerja  sesuai Sistem
i - Manajemen Kinerja _

BAB VIII
KRITERIA PENILAIAN KINERJA

Pasal 20

(1) Pegawai yang memegang jabatan atau memangku jabatan pagia pusat
pendapatan atau Revenue Center maupun Pejabat pad_a_ pusat b:a_\‘g atau
Cost Center diwajibkan menyusun sistem akuntabilitas sebagai alat
pengukuran kinerja pejabat.

r A : . : dimaksud pada ayat (1)
‘ a pejabat, sebagaimana 2
* (2) ::!rl(;?sl:;)kal;mz]dikapmmr kinerja, target dan/atau standar, serta diukur
dengan sistem akuntabilitas sebagai alat ukur kinerja pejabat.

o idak memangku jabatan tertentu atau tenaga
g 1t;jan dilakukan oleh atasan langsung yang
gan ketentuan yang berlaku dalam sistem

(3) Penilaian peg 2
teknis fungsional, peni
bersangkutan sesuai den
akuntabilitas kinerja.

BAB IX
MERIT DAN BONUS

pasal 21

. it atau pemilik rumah
aan dari rumah sakit a wok
(1 Merit/Bonus ada]ahsfzgis‘i‘:gga pegawai yang besarannya ditetapkan oleh
sakit atas dasar pre
Direktur RSUD.

tuk Bonus atau penghargaan lain dalam
n

he kan oleh Direktur RSUD.

2 Merit/Bonus bisa dalam DeRRC o

bentuk reward dengan besa BAB X ...




i

(2)

(3

(4

(5)

(6)

(7)

(8)

(9

(10}

(11)

(12)

{13)

b L\»S303

BAB x
SANKS] ADM!NISTRATIF
Pasal 22
Pegawai yang tidak m
dalam satu bulan dj e o

kenakan sanksi
besar 109 B e

gan selama 3 (tiga) hari kerja

langsung dipotong se {Sepuluhmpa p;!motongan insentif tidak
persen).

Pegawai yang mengajukan in:

dikenakan sanksi jbem alzm

pemotongan insentif tidak

selama 3 (tiga) kali dalam satu bulan,
1 Pemotongan dikenakan sanksi berupa
angsung sebesar 10% sepuluh persen).

Pegawai yang mengajukan izin d
vang diajukannya, dike
langsung sebesar 100 ¢

an terbukti tidak benar atas alasan izin

,."aka“ sanksi berupa pemotongan insentif tidak
o (seratus persen).

Pegawai yang mengambil cuti

besar i : :
bulan, sec atau cuti bersalin selama 3 (tiga)

ara otomatis tidak mendapatkan insentif selama waktu cuti.

Pegawai yang tugas bel

: ajar secara otomatis tidak mendapat insentif
selama tugas belajar.

Pegawai yang mglalailfan penghematan (cost containmenf), terhadap
pemanfaatan- listrik, air dan/atau telepon, dikenakan sanksi berupa
pemotongan insentif tidak langsung sebesar 100 % (seratus persen).

Pegawai yvang terbukti mencuri barang atau benda milik rumah sakit,
insentif langsung maupun insentif tidak langsung dipotong sebesar 100
% (seratus persen).

Pegawai yang membocorkan rahasia perusahaan atau rahasia rumah
sakit kepada pihak luar, dikenakan sanksi berupa pemotongan insentif
langsung maupun insentif tidak langsung sebesar 100 % (seratus

persen).

ti menggunakan narkoba, minuman keras 'dan/atau
e grtgxmah sakit, dikenakan sanksi berupa
n insentif tidak langsung sebesar

Pegawai yang te
berjudi di lingkungan
pemotongan insentif langsung maupu
100 % (seratus persen).

mberikan laporan akuntabilitas dengan tidak benar,

ggiaba;ayang ';f::i berupa pemotongan insentif tidak langsung sebesar
ikenakan san

100 % (seratus persen).

¢ i lingkungan rumah sakit, insentif tidak
i bukti merokok di
l?f;:ﬁ:gyg;fo:;g sebesar 10 % (sepuluh persen).

: ah sakit, dikenakan sanksi
: . 4; lingkungan rum 2V
::gawax yan% bz;l;eliﬂr\‘f;‘e :tlif ]argxgsung dan insentif tidak langsung kedua
rupa pemoton

Pen o) tarnebut bchiessr 50 % (lima puluh persen).

" kawinap (;:]gr?plir;(gkuhan) at:;
Pegawai yang melangga . Juar norma etika li ling ungan rum
mclakukaxy-; perbuata!l: l)’?;fu g; pemotongan insentif langsung dan tidak
saki i an sanksl ' rsen).
“‘“;ts’u?ll: zgeksa.r 50 % (lima pulub pe

norma

Pegawai ...




(1)

(2)

(3)

BAB X]
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 23

z?-{izia}:aﬂa?fwmigﬁliki Kinerja mencapai target dan/ atau melebihi target,
ard sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Direktur RSUD.

Penguji Praktek prr, rawat perujuk, Pembimbing Praktek,

' dan Perawat Penyuntik Formalin dibayarkan langsung
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Siste.n) Remunerasi ini dapat diubah sesuai dengan kesepakatan dengan
pemilik Rumah Sakit sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini mulai dilaksanakan pada
tanggal 1 Juli 2017.

(1)

(2}

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 16
Tahun 2015 tentang Pedoman Penggunaan Hasil Jasa Pelayanan Dengan
Sistem Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad

Djoen Sintang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

i i aan yang belum diatur dan/atau belum cukup
sgiﬁﬁnf’gfa&el}:nksgzpaﬁ )im' akan diatur lebih lanjut sesuai dengan

ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB Xl ...
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_ BAB X11i
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

nergturan im mul -
DerRLUTR ulai berlaku pada tanggal diundangkan.

setiap orang m s
At ¢ § mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupat it dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal § Juau« 2017

BUPATI SINTANG,

{ ¢

“,JARO‘I‘ WINARNO

Diundangkan di Sintang

pada tanggal § Juva, 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

S, -

YOSEPHA HASNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2017 NOMOR44



